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BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN ROTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33
ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Tata Cara
Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia
Nomor 6321);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG TATA CARA

PEMBERHENTIAN DAN ROTASI JABATAN PERANGKAT
DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Paser.

Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lainnya,
yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berada di Kabupaten Paser.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

Hari adalah hari kerja.



BAB II
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 2

Perangkat Desa berhenti karena:

a.
b.
c.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

meninggal dunia;
permintaan sendiri; dan
diberhentikan.

Pasal 3

Perangkat Desa yang meninggal dunia diberhentikan terhitung sejak tanggal
yang bersangkutan meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat
keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

Penghasilan tetap dan tunjangan untuk bulan berjalan dan penghasilan
tetap 1 (satu) bulan berikutnya tetap diberikan kepada Perangkat Desa yang
diberhentikan karena meninggal dunia.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa karena
meninggal dunia dibuat sebagaimana tercantum pada Format I Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Perangkat Desa dengan permintaan sendiri meminta untuk berhenti/
mengundurkan diri menjadi Perangkat Desa yang dinyatakan dengan surat
permohonan atau pernyataan pengunduran diri diberhentikan terhitung
sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri.

Perangkat Desa dengan permintaan sendiri meminta untuk berhenti/
mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa sejak tanggal yang dimohonkan
oleh Perangkat Desa bersangkutan diberhentikan terhitung sejak tanggal
yang dimohonkan dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan
tetap melaksanakan tugasnya sebelum tanggal pemberhentiannya.

Perangkat Desa yang berhenti atas permintaan sendiri dengan tanggal
pemberhentian setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok
dan tunjangan untuk bulan berjalan dan tidak berhak lagi mendapatkan
gaji pokok dan tunjangan serta hak-hak lainnya sejak bulan berikutnya.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa karena
permintaan sendiri dibuat sebagaimana Format II Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c

karena :

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.
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Pasal 6

Perangkat Desa yang berusia genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana
dimaksud Pasal 5 huruf a, diberhentikan terhitung sejak tanggal 1 bulan
berikutnya setelah yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh)
tahun.

Perangkat Desa yang berusia genap 60 (enam puluh) tahun tetap
melaksanakan tugasnya sebelum tanggal pemberhentiannya sebagai
Perangkat Desa.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana ayat (1), tidak diberikan
lagi hak-haknya sejak tanggal pemberhentian.

Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa yang genap
berusia 60 (enam puluh) tahun dibuat sebagaimana Format III Lampiran
Keputusan ini.

Pasal 7

Perangkat Desa yang dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana
dimaksud Pasal 5 huruf b diberhentikan terhitung sejak tanggal
ditetapkannya putusan pengadilan bahwa Perangkat Desa yang
bersangkutan dinyatakan bersalah.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1),
setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan
untuk bulan berjalan dan tidak berhak lagi mendapatkan gaji pokok dan
tunjangan serta hak-hak lainnya sejak bulan berikutnya.

Proses pemberhentian sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terlebih dahulu
dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat dengan
melampirkan copy keputusan pengangkatan Perangkat Desa yang
bersangkutan dan copy putusan pengadilan terkait putusan perkara
Perangkat Desa yang diusulkan pemberhentiannya.

Konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana ayat (3), dilakukan
paling lambat 5 (lima) hari sejak dikeluarkannya putusan pengadilan terkait
perkara Perangkat Desa yang bersangkutan.

Atas konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (3),
Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak
dikonsultasikan.

Pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi
tertulis oleh Camat.

Format Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa
karena yang bersangkutan dinyatakan bersalah tercantum pada format IV
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 8

Perangkat Desa yang berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud Pasal
5 huruf c, diberhentikan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat
keputusan pemberhentian.

Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dapat disebabkan
karena sakit atau sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat
melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa paling lama selama 10
(sepuluh) bulan.
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Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1),
setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan
untuk bulan berjalan dan tidak berhak lagi mendapatkan gaji pokok dan
tunjangan serta hak-hak lainnya sejak bulan berikutnya.

Proses pemberhentian sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terlebih dahulu
dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat dengan
melampirkan copy Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang
bersangkutan dan Surat pernyataan Kepala Desa bahwa Perangkat Desa
dimaksud tidak dapat melakukan tugas karena berhalangan tetap, surat
pernyataan Kepala Desa dibuat sebagaimana Format V Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Atas konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (3),
Camat melakukan identifikasi dan selanjutnya mengeluarkan rekomendasi
tertulis paling lambat 5 (lima) hari sejak dikonsultasikan.

Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lambat 3
(tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Camat.

Format Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa
karena yang bersangkutan berhalangan tetap tercantum pada format IV
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 9

Perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa
sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf d, diberhentikan terhitung sejak
tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1),
setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan
untuk bulan berjalan dan tidak berhak lagi mendapatkan gaji pokok dan
tunjangan serta hak-hak lainnya sejak bulan berikutnya.

Proses pemberhentian sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terlebih dahulu
dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat.

Atas konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (2),
Camat melakukan identifikasi dan selanjutnya mengeluarkan rekomendasi
tertulis paling lambat 5 (lima) hari sejak dikonsultasikan.

Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lambat 3
(tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Camat.

Format Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa
karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat tercantum pada
format IV Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa
sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf e, diberhentikan terhitung sejak
tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1),
setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan
untuk bulan berjalan dan tidak berhak lagi mendapatkan gajih pokok dan
tunjangan serta hak-hak lainnya sejak bulan berikutnya.
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Proses pemberhentian sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terlebih dahulu
dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat.

Atas konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (2),
Camat melakukan identifikasi dan selanjutnya mengeluarkan rekomendasi
tertulis paling lambat 5 (lima) hari sejak dikonsultasikan.

Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lambat 3
(tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Camat.

Format Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa
karena yang bersangkutan melanggar larangan tercantum pada format IV
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Pasal 11

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, karena :

a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme,
makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling
lama S (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;dan

c. tertangkap tangan dan ditahan.

Format Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
format V Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 11
huruf a, terhitung sejak tanggal ditetapkannya sebagai tersangka.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat
(1), setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan
untuk bulan berjalan sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya hanya
diberikan gaji pokok tanpa tunjangan.

Proses pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud ayat (1),
terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada
Camat dengan melampirkan copy keputusan pengangkatan perangkat desa
yang bersangkutan dan copy surat penetapan sebagai tersangka.

Konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana ayat (3), dilakukan
paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkannya perangkat desa yang
bersangkutan sebagai tersangka.

Atas konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (3),
Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak
dikonsultasikan.

Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara perangkat desa
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lambat 3
(tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Camat.

Pasal 13

Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 11
huruf b, terhitung sejak tanggal ditetapkannya sebagai terdakwa.
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Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat
(1), setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan
untuk bulan berjalan sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya hanya
diberikan gajih pokok tanpa tunjangan.

Proses pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud ayat (1),
terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada
Camat dengan melampirkan copy keputusan pengangkatan perangkat desa
yang bersangkutan dan copy surat penetapan sebagai terdakwa.

Konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana ayat (3) dilakukan
paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkannya perangkat desa yang
bersangkutan sebagai tersangka.

Atas konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (3),
Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak
dikonsultasikan.

Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara perangkat desa
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lambat 3
(tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Camat.

Pasal 14

Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 11
huruf c, terhitung sejak tanggal dilakukannya penahanan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat
(1) setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan
untuk bulan berjalan sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya hanya
diberikan gaji pokok tanpa tunjangan.

Proses pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud ayat (1),
terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada
Camat dengan melampirkan copy keputusan pengangkatan perangkat desa
yang bersangkutan dan copy surat penahanan.

Konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkannya perangkat
desa yang bersangkutan sebagai tersangka.

Atas konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (3),
Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak
dikonsultasikan.

Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara perangkat desa
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lambat 3
(tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Camat.

Pasal 15

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf ¢ dan diputus bebas atau tidak terbukti
bersalah oleh keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula terhitung sejak tanggal
keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk mengembalikan perangkat Desa kepada jabatannya semula
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengeluarkan Surat
Keputusan tentang Pengangkatan Kembali sebagai Perangkat Desa
sebagaimana format yang tercantum pada format VI lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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BAB IV
ROTASI JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 16

Dalam rangka penyegaran, peningkatan pengetahuan dan pengalaman kerja
perangkat desa, Kepala Desa dapat melakukan rotasi jabatan atau
perubahan posisi jabatan antar perangkat desa.

Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa sebagaimana format yang tercantum pada format VII lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

Rotasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat

dilakukan :

a. dari Sekretaris Desa menjadi Kepala Urusan atau Kepala Seksi;

b. dari Kepala Urusan menjadi kepala urusan yang lain, Sekretaris Desa,
Kepala Seksi atau Kepala Dusun;

c. dari Kepala Seksi menjadi kepala Seksi yang lain, Sekretaris Desa, Kepala
Urusan atau Kepala Dusun;dan

d. dari Kepala Dusun menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan atau Kepala
Seksi.

Perangkat desa dapat dirotasi menjadi kepala Dusun di wilayah tempat
tinggalnya.
Pasal 18

Sebelum melakukan rotasi kepala desa menyusun rencana rotasi yang berisi:

a. alasan dilakukannya rotasi;

b. waktu pelaksanaan rotasi;dan

c. rencana Penempatan Perangkat Desa yang akan dirotasi pada jabatan yang
baru.

Kepala Desa wajib mengkonsultasikan secara tertulis Rencana rotasi
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepada Camat untuk
mendapatkan rekomendasi tertulis.

Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikonsultasikan oleh Kepala Desa.

Pasal 19

Kepala Desa dapat melakukan rotasi terhadap perangkat desa yang telah
menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun.

Perangkat Desa yang masa jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun dapat di
rotasi setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.

Pasal 20

Kepala Desa dilarang melakukan rotasi jabatan perangkat desa sebelum 6
(enam) bulan masa jabatan kepala desa yang dihitung sejak tanggal
pelantikan dan dilarang melakukan rotasi jabatan perangkat desa dalam
jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan menjelang masa akhir jabatan
kepala desa.

Pengecualian terhadap ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat izin
tertulis dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



Pasal 21

(1) Perangkat Desa yang dirotasi pada jabatan baru wajib dilantik kembali.

(2) Masa jabatan perangkat desa pada jabatan yang baru terhitung sejak tanggal
pelantikan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 76






